
 
 

 
 
 

 
 

BUPATI BALANGAN 

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 
 

PERATURAN BUPATI BALANGAN 
NOMOR  15  TAHUN 2025 

  

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 28 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BALANGAN, 
 
Menimbang :  a.  bahwa organisasi partai politik merupakan salah satu 

wadah partisipasi masyarakat dalam mengembangkan 
kehidupan demokrasi yang menjunjung tinggi 
kebebasan, kejujuran dan kebersamaan; 

 
b. bahwa untuk menunjang kegiatan dan kelancaran 

administrasi dan organisasi partai politik, perlu adanya 
bantuan dana yang diberikan kepada partai politik yang 
memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

secara proporsional dengan memperhatikan keuangan 
daerah; 

 
c. bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap hasil 

evaluasi untuk pelaksanaan pemberian bantuan kepada 

partai politik, perlu mengubah beberapa ketentuan 
dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 28 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Partai 

Politik; 
 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas 

Peraturan Bupati Balangan Nomor 28 Tahun 2022 
tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Keuangan Partai 
Politik; 

 
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 
 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang 
Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten 

Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

425); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
lndonesia Nomor 6856); 

 
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik lndonesia Nomor 6856); 
 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 
umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan 

Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863); 

 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada 
Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6177); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 
tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan 

Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 630), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);  
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781);  
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 
2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 28 TAHUN 2022 

TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN 
PARTAI POLITIK. 

 
Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan 
Nomor 28 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Balangan 
Tahun 2022 Nomor 28) tentang Tata Cara Pemberian 

Bantuan Keuangan Partai Politik, diubah sebagai berikut : 
 

1. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi 
sebagai berikut: 

 

Pasal 3 
 

Besarnya Bantuan Keuangan yang diberikan oleh 
Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang 
mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah sebesar 
Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per suara sah. 
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Salinan sesuai dengan aslinya 
  

KABAG. HUKUM SETDA 

KABUPATEN BALANGAN 
 
 

 
 

MUHAMMAD ROJI, SH 
NIP. 19830710 201001 1 020 

Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan. 

 

 
Ditetapkan di Paringin 
pada tanggal 20 Januari 2025 

 
 

BUPATI BALANGAN, 

 
 

 TTD 
 
 

H. ABDUL HADI 
               
 

 
Diundangkan di Paringin 

pada tanggal 20 Januari 2025 
 
 

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BALANGAN, 

 
 
      TTD 

 
 
H. SUTIKNO 
 
 

 
 
 

 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2025 NOMOR 15 


